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ABSTRAK

LANDASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TENTANG HAK 

PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG JATUH KE AYAH DI 

PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PALEMBANG

: Yovan Yudhistira YosaNama
: 02053100232Nim

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, ada saja hal-hal yang 
menyebabkan teijadinya putusnya perkawinan salah satunya perceraian. Perceraian 
dapat menimbulkan masalah hak pengasuhan anak, khusus anak yang di bawah umur 
atau mumayyiz (belum genap 12 tahun) dalam pasal 105 huruf (a) KHI telah 
dijelaskan bahwa hak pengasuhan anak jatuh ke hadhonah (pengasuhan) ibunya» 
namun kenyataan ada juga hak pengasuhan anak yang belum mummayiz jatuh kepada 
ayah, hal ini dimungkinkan karena dalam hal si ibu tidak cakap untuk memelihara 
anak tersebut* karena kepentingan anak haruslah sangat diperhatikan. Permasalahan 
dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 105 KHI terhadap putusan 
hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, dan upaya-upaya yang dapat 
dilakukan apabila putusan tersebut tidak terlaksana dengan baik, metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris, 
selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder sebagai data 
pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA kota 
Palembang dalam memberikan putusan tentang hak pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz lebih dominan jatuh kepada ibu, berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. 
M. Syukri S.H hakim Pengadilan Agama kota Palembang diketahui bahwa sebesar 
95% hadhonah jatuh kepada ibu dan 5% hak pengasuhan anak jatuh kepada ayah atau 
hak orang tua terhadap hadhonah mempunyai status quo artinya tidak ditetapkan 
jatuh ke ibu maupun ke ayah, jadi kedua orang tua mempunyai hak yang sama untuk 
mengurus anaknya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah 1. Memintakan kepada 
Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim mengenai Hadhonah 
tersebut; 2. Musyawarah dengan melibatkan keluarga dan/atau Memintakan kej 
LP Al atau KP Al untuk menjadi mediatornya. 0\0IK4,V \\

"A*
Kata kunci : Perkawinan, perceraian, anak dibawah umur, hak pengi

XI



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang mayoritas penduduknya memeluk 

agama Islam, dengan demikian, semua kegiatan berdasarkan hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist termasuk dengan kegiatan pelaksanaan 

perkawinan. Perkawinan bagi umat Islam adalah perbuatan yang suci yang bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah 

dan juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Meskipun demikian, tidak 

setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Perkawinan ditujukan 

untuk selama-lamanya atau kekal, ada sebab-sebab tertentu perkawinan tersebut 

putus. Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan atas keputusan 

pengadilan. Maka perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan.

Secara hukum, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak,3 untuk orang Islam perceraian dilakukan dengan mengajukan 

permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang yang bukan 

beragama Islam mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri. Umat

i

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, 
kompilasi hukum Islam, Pasal 3.

2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.
3 Hilman Hadi Kusuma, hukum perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm

150-151.

1
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Islam memahami bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci 

oleh Allah SWT. Allah memang membenci perceraian 

mempertahankan perkawinan tersebut lebih besar mudharatnya dari pada 

manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Walaupun demikian, di Indonesia 

yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam angka perceraian terus naik dari 

tahun ketahun. Data terakhir mencatat terjadinya 250 ribu kasus perceraian di 

Indonesia pada tahun 2009. Angka ini setara dengan 10% dari jumlah pernikahan di 

tahun 2009 sebanyak 2,5 juta. Jumlah perceraian tersebut naik 50 ribu kasus 

dibanding tahun 2008 yang mencapai 200 ribu perceraian.4

Angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama kota Palembang terus naik 

dari tahun ketahun, data terakhir dari tahun 2008 Pengadilan Agama kota Palembang 

menerima perkara cerai gugat sebesar 728 perkara dan perkara cerai talak sebesar 946 

perkara. Keseluruhan dari data perceraian dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 

Pengadilan agama kota Palembang menerima perkara cerai gugat sebesar 4150 

perkara, dan perkara cerai talak sebesar 1783 perkara, dari jumlah perkara yang 

diterima tersebut. Perkara yang diputus pengadilan agama kota Palembang mengenai 

cerai gugat sebesar 3387 perkara dan perkara cerai talak sebesar 1376 perkara.5

Berdasarkan uraian data di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian 

menjadi solusi yang dianggap paling tepat pada masa sekarang. Alasan yang paling

apabilanamun

4www.Esq Magazine.Com, “http://www.esqmagazine.com/nasional/2010/02/27/1587/anpka- 
perceraiam2009mieningkat.htmr. Tanggal 23 Maret 2010

5 Pengadilan Agama Kelas LA Kota Palembang, Laporan Tahunan : Tahun 2003 - 2010 
Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Perkara Yang Diterima, Lihat Juga Laporan Tahunan 
: Tahun 2003 - 2010 Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Perkara Yang Diputus.

http://www.Esq
http://www.esqmagazine.com/nasional/2010/02/27/1587/anpka-perceraiam2009mieningkat.htmr
http://www.esqmagazine.com/nasional/2010/02/27/1587/anpka-perceraiam2009mieningkat.htmr
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banyak seperti yang dijelaskan dalam laporan tahunan pengadilan Agama Palembang 

tahun 2009 adalah karena faktor tidak keharmonisan dalam berumah tangga yaitu 

sebesar 277 perkara yang beralasan untuk bercerai dengan alasan tersebut, dan juga 

dengan alasan tidak bertanggung jawab dari suami menjadi alasan yang juga banyak 

menjadi faktor perceraian yaitu sebesar 162 perkara terbesar kedua setelah faktor 

tidak keharmonisan. Mengenai suami tidak bertanggung jawab memang telah diatur 

secara jelas dan dapat di jadikan alasan yang kuat yakni diatur dalam pasal 116 huruf

b Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Secara hukum perceraian membawa akibat hukum putusnya perkawinan 

tersebut, dan juga masalah mengenai hak pengasuhan anak, karena akan 

menimbulkan sengketa perebutan hak pengasuhan anak yang akan memakan waktu 

yang lama di pengadilan. Khusus anak yang masih di bawah umur, atau dalam KHI 

disebut istilah dalam batasan umur mummayiz (dewasa, umur 12 tahun ). Anak dalam 

usia umur belum mummayiz dianggap belum dapat menentukan pilihannya, sehingga 

harus diberikan putusan oleh pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk 

mengasuh dan memeliharanya. Merujuk pasal 105 KHI, hadhanah diberikan 

eksplisit kepada ibunya, meski demikian, hak pemeliharaan yang digariskan dalam

secara
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bisa sajapasal tersebut, bukan merupakan ketentuan imperatif, 

dikesampingkan dan diabaikan.6

Kenyataannya ada juga hak pengasuhan anak yang belum mummayiz jatuh

namun

kepada ayah, hal ini dimungkinkan karena dalam hal si ibu tidak cakap untuk 

memelihara anak tersebut, karena kepentingan anak haruslah sangat diperhatikan, 

misal dengan siapa anak tersebut lebih tenteram atau nyaman untuk tinggal dengan 

salah satu orang tuanya. Alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan landasan hakim

dalam menjatuhkan hak pengasuhan anak dibawah umur tersebut kepada ayah, dan

bagaimana implementasi pasal 105 KHI yang secara eksplisit mengatur, anak yang

belum mummayiz hak pengasuhan anak jatuh kepada ibunya, namun hakim dengan

alasan-alasan tertentu menjatuhkan hak pengasuhan anaknya kepada ayah.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya untuk dilakukan penelitian

lebih lanjut dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul : LANDASAN HAKIM

DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TENTANG HAK PENGASUHAN ANAK

DIBAWAH UMUR YANG JATUH KE AYAH DI PENGADILAN AGAMA

KELAS IA KOTA PALEMBANG.

^udi Susilo, Op.cit.y Hlm 111.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang ?

2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila hak pengasuhan 

anak yang jatuh ketangan ibu sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum

Islam (KHI), tetapi secara nyata sianak berada dibawah penguasaan ayah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi pasal 105 Kompilasi Hukum 

Islam terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas LA Kota 

Palembang;

2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila 

hak pengasuhan anak yang jatuh ketangan ibu sesuai dengan Pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam, tetapi secara nyata sianak dibawah peng\ 

ayah.
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D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

Penulisan skripsi ini berguna untuk menambah khasanah pengetahuan 

masyarakat umum mengenai implementasi pasal 105 KHI terhadap putusan 

hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yang seharusnya 

menjatuhkan hak pengasuhan anak kepada ibu namun putusan hakim tersebut 

menjatuhkan hak pengasuhan anaknya kepada ayah, serta upaya-upaya apa 

saja yang dapat dilakukan apabila hak pengasuhan anak yang jatuh ketangan 

ibu sesuai dengan Pasal 105 KHI, tetapi secara nyata sianak berada dibawah 

penguasaan ayah. Sedangkan bagi mahasiswa penulisan bahan hukum ini 

dapat dijadikan bahan bacaaan untuk pertimbangan apabila tertarik pada 

penulisan yang sejenis.

2. Secara praktisi:

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah memberikan pemahaman 

kepada pihak yang sedang dalam proses perceraian ataupun pihak-pihak yang 

merasa dirugikan dalam masalah hak pengasuhan anak dapat memperoleh 

keadilan serta perceraian dapat berlangsung dengan baik, sehingga 

kepentingan anak tetap menjadi prioritas bagi pihak yang berselisih.
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E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini menitik beratkan pada perkawinan bagi 

pasangan yang beragama Islam khususnya dalam hal kasus perceraian dan hak 

pengasuhan anak dibawah umur di wilayah pengadilan agama kelas IA kota 

Palembang, dan bagaimana implementasi pasal 105 KHI terhadap putusan hakim di 

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yang seharusnya menjatuhkan hak 

pengasuhan anak kepada ibu namun putusan hakim tersebut menjatuhkan hak

pengasuhan anaknya kepada ayah, serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan

oleh ibu untuk mendapatkan anaknya apabila hak pengasuhan anak yang jatuh

ketangan ibu sesuai dengan Pasal 105 KHI, tetapi secara nyata sianak berada dibawah

penguasaan ayah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Skripsi ini mengunakan metode yuridis empiris dan menggunakan data 

kualitatif normatif sebagai data pendukung, artinya penelitian ini selain 

menggunakan data primer juga akan menggunakan data sekunder yang diolah dan 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, mengenai putusan 

hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yang seharusnya 

menjatuhkan hak pengasuhan anak kepada ibu namun putusan hakim tersebut 

menjatuhkan hak pengasuhan anaknya kepada ayah, serta upaya-upaya apa saja
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dapat dilakukan apabila hak pengasuhan anak yang jatuh ketangan ibu 

i dengan Pasal 105 KHI, tetapi secara nyata sianak berada dibawah

penguasaan ayah.

yang

sesuai

2. Bahan Hukum

Bahan atau data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan yang terdiri dari :

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan antara lain dari 

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.

2. Data sekunder

Data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa data sekunder,

berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama yang di revisi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun

2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun

1989 Tentang Peradilan Agama, dan direvisi kembali

dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang
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Perubahan Kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama;

c) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri 

Agama No. 154 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Islam;

d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang 

pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu penelitian dan tulisan ilmiah 

mengenai hukum perkawinan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa buku, 

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan media masa.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi lapangan, antara lain :

• Melakukan riset ke pengadilan agama kelas IA kota Palembang;

• Wawancara terstruktur, yaitu : mengadakan tanya jawab secara langsung

dan lisan kepada hakim Pengadilan agama kota Palembang, dengan

berpedoman pada pokok permasalahan, atau menggunakan pedoman

wawancara.
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2) Studi kepustakaan, yaitu : dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis 

putusan hakim Pengadilan Agama Kota Palembang, buku-buku atau literatur

yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data skripsi ini dari data yang yang telah dikumpulkan baik data

primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis

kualitatif. Maksudnya setelah data primer dan data sekunder terkumpul, 

kemudian dari data tersebut akan diolah agar memberikan gambaran secara jelas 

dan sistematis, dengan demikian akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban

permasalahan dalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Budi Susilo, Prosedur gugatan cerai, 2008, Pustaka Yustisia; Yogyakarta.

Hilman Hadi Kusuma, hukum perkawinan Indonesia, 2007, Mandar Maju;

Bandung.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, 2003, Citra aditya Bakti;

Bandung.

Hanafi A, Ushul Fiqih, 2007,Bulan Bintang; Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 2004, Bumi Aksara. 

Soedarto Soimin, Hukum Orang Dan Kelurga, 1992, Sinar Grafika; Jakarta.

Wiijono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cetakan Keenam,

Sumur Bandung; Bandung.

Wahyu Emaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, 2006,

PT. Rambang Palembang; Palembang.

Peraturan Perundang-undanganB.

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tentang

Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun

1991, kompilasi hukum islam.

51



Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Website

http://www.esqmaga2dne.com/nasional/2010/02/27/1587/angka-perceraian-

2009-meningkat.html.

Sugiri Permana, Paradigma Baru Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh

Anak Pada Peradilan Agama, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/varia.pdf.

52

http://www.esqmaga2dne.com/nasional/2010/02/27/1587/angka-perceraian-
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/varia.pdf

